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PENUTUP

A. Kesimpulan
Berdasarkan analisis terhadap data yang berhasil dikumpulkan dalam
penelitian ini, maka diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Pelaksanaan fungsi pengawasan oleh Sekretariat Kabupaten Kutai Barat
terhadap penggunaan mobil dinas pegawai negeri sipil daerah berdasarkan
Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 5 Tahun 2012 Tentang
Pengelolaan Barang Milik Daerah dilaksanakan secara menyeluruh oleh
Bagian Perlengkapan dan Aset Daerah Sekretariat Kabupaten Kutai Barat
karena seluruh rangkaian pengawasan terhadap penggunaan barang milik
daerah khususnya mobil dinas dikoordinir dan diawasi secara langsung oleh
sub-sub bagian yang berada dalam lingkup Bagian Perlengkapan dan Aset
Daerah. Bentuk pengawasan yang dilakukan oleh Sekretariat Kabupaten

Kutai Barat adalah bentuk pengawasan langsung. Dalam prakteknya,
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pelaksanaan fungsi pengawasan oleh Bagian Perlengkapan dan Aset Daerah

dilakukan melalui beberapa tindakan antara lain :

a.) Membagi mobil-mobil dinas sesuai dengan peruntukkannya bagi masing-
masing pegawai negeri sipil. Mobil-mobil dinas tersebut terbagi menjadi
mobil dinas operasional jabatan dan mobil operasional lapangan.

b.) Melakukan pemeliharaan terhadap mobil dengan cara memeriksa kondisi
mesin mobil secara berkala dan menyediakan tempat (garasi) di masing-
masing SKPD khusus mobil dinas operasional lapangan.

c.) Memberikan surat teguran bagi para pegawai negeri sipil yang
melanggar aturan tentang penggunaan mobil dinas di Sekretariat
Kabupaten Kutai Barat.

. Dalam pelaksanaan fungsi pengawasannya, Bagian Perlengkapan dan Aset

Daerah Sekretariat Kabupaten Kutai Barat menemui beberapa kendala yaitu:

a.) Masih belum lengkapnya isi peraturan yang ada pada dalam Peraturan
Daerah yang mengatur barang milik daerah khususnya pada Peraturan
Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 5 Tahun 2012 Tentang
Pengelolaan Barang Milik Daerah sehingga membuat pelaksanaan fungsi
pengawasan terhadap penggunaan mobil dinas sendiri menjadi tidak
maksimal.

b.) Kurangnya kesadaran dari para pegawai negeri sipil tentang pemakaian
mobil dinas dalam tugas pengabdian kepada masyarakat sehingga

menghambat kinerja Bagian Perlengkapan dan Aset Daerah Sekeretariat
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kabupaten Kutai Barat dalam melaksanakan fungsi pengawasan terhadap

penggunaan mobil dinas di kabupaten Kutai Barat.

B. Saran
Berdasarkan kesimpulan di atas, Penelitian ini merekomendasikan
hendaknya peraturan daerah yang bersangkutan harus ditinjau ulang serta
diperbaharui dengan kelengkapan aturan tentang pengawasan pada mobil dinas
sehingga pelaksanaan fungsi pengawasan terhadap penggunaan mobil dinas
lebih terarah, sistematis dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan

yang berlaku.
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